BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis
belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan
dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan

perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);



10.

11.
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan  Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2012 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2009 Nomor 29);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Sampang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
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Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang
Nomor S5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2014 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2011
tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Sampang Tahun 2014 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2019
tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019

Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Menetapkan :

dan
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
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Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula
berjumlah Rp.1.870.799.556.047,00 bertambah sejumlah Rp.89.126.836.098,02
sehingga menjadi Rp.1.959.926.392.145,02 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.791.086.727.577,00

b. Bertambah Rp. 37.087.392.960,35 (+)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.828.174.120.537,35

2. Belanja

a. Semula Rp. 1.870.799.556.047,00

b. Bertambah Rp. 89.126.836.098,02 (+)
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.959.926.392.145,02 (-)
Defisit setelah Perubahan Rp. (131.752.271.607,67)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 79.712.828.470,00

2) Bertambah Rp. 52.039.443.137,67 (+)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.131.752.271.607,67
b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp 0,00()

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 0,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp.131.752.271.607,67

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 149.916.258.005,00
2) Bertambah Rp. 13.078.596.457,35(+)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah Perubahan Rp. 162.994.854.462,35
b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp. 1.256.322.680.572,00
2) Bertambah Rp. 9.790.848.377,00(+)

Jumlah Dana Perimbangan
setelah Perubahan Rp.1.226.113.528.949,00
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c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula Rp. 384.847.789.000,00
2) Bertambah Rp. 14.217.948.126,00(+)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah
setelah Perubahan Rp. 399.065.737.126,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pendapatan :
a. Pajak daerah

1) Semula Rp.24.881.500.000,00

2) Bertambah Rp 1.054.00.000,00 (+)

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 25.935.500.000,00
b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 16.163.267.500,00

2) Bertambah Rp. 577.500.000,00(+)

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 16.740.767.800,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp. 7.724.521.205,00
2) Berkurang Rp. (1.518.155.454,65) (-)

JumlahPengelolaanKekayaan Daerah yang

dipisahkan setelah Perubahan Rp. 6.206.365.750,35
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 101.146.969.000,00

2) Bertambah Rp. 12.965.251.912,26 (+)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan Rp. 114.112.220.912,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
1) Semula Rp. 75.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 18.314.716.667,00 (+)

Jumlah bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

setelah Perubahan Rp. 93.314.716.667,00
b. Dana alokasi umum
1) Semula Rp. 865.298.361.000,00
2) Berkurang Rp 0,00(-)

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah Perubahan Rp. 865.298.361.000,00



c. Dana alokasi khusus
1) Semula Rp. 316.024.319.572,00
2) Berkurang Rp. 8.523.868.290,00(-)

Jumlah Dana Alokasi Khusus
setelah Perubahan Rp. 307.500.451.282,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah

1) Semula  Rp. 69.304.200.000,00

2) Berkurang Rp. (4.788.600.000,00(-)

Jumlah pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 64.515.600.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan pemerintah daerah lainnya
1) Semula Rp.83.000.000.000,00
2) Bertambah Rp.3.189.819.126,00 (+)

Jumlah dana Bagi Hasil Pajak

setelah Perubahan Rp 86.189.819.126,00
c. Bantuan keuangan dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp.

2) Bertambah Rp 15.816.729.000,00 (+)

Jumlah Bantuan keuangan dari propinsi dan

Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 15.816.729.000,00
d. Dana Transfer Lainnya

1) Semula Rp 232.543.589.000,00

2) Berkurang Rp 0,00(-)

Jumlah Dana Transfer Lainnya

setelah perubahan Rp 179.206.635.000,00

Pasal 3
(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp 1.060.213.179.900,00
2) Bertambah Rp 6.091.720.113,79(+)

Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah Perubahan Rp. 1.066.304.900.013,79
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b. Belanja Langsung
1) Semula Rp 810.586.376.147,00
2) Bertambah Rp 83.035.115.984,23(+)

Jumlah Belanja Langsung

setelah Perubahan Rp. 893.621.492.131,23

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 668.191.455.985,00
2) Bertambah Rp. 2.514.332.679,20(+)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 670.705.788.664,20
b. Belanja Hibah
1) Semula Rp. 38.446.200.000,00
2) Bertambah Rp. 5.446.439.295,00(+)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 43.892.639.295,00

c. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp. 13.295.000.000,00
2) Berkurang Rp. 6.000.000.000,00(-)
Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 7.295.000.000,00

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
1) Semula Rp 2.068.801.715,00.
2) Bertambah Rp 4.743.723.123,59(+)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah Perubahan Rp. 6.812.524.854,59
e. Belanja Bantuan Keuangan
1) Semula Rp 333.568.722.200,00
2) Bertambah Rp 35.000.000,00(+)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
setelah Perubahan Rp. 333.603.722.200,00
3. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp 4.463.000.000,00
2) Berkurang Rp (647.775.000,00) (-)

Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah Perubahan Rp.3.995.225.000,00
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4. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :
a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 17.885.105.500,00

2) Berkurang Rp (86.294.000,00)(-)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 17.798.811.500,00

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp 454.819.119.406,00
2) Bertambah Rp 41.368.765.131,82(+)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa
setelah Perubahan Rp.496.187.884.537,82

c. Belanja modal
1) Semula Rp.337.882.151.241,00
2) Bertambah Rp. 41.752.644.852,41(+)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 379.634.796.093,41

Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 79.712.828.470,00

2) Bertambah Rp. 52.039.443.137,67(+)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 131.752.271.607,67

b. Pengeluaran

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 0,00(+)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :
a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula Rp 78.712.828.470,00
2) Bertambah Rp 52.039.443.137,67(-)
Jumlah SiLPA setelah Perubahan Rp 130.752.271.607,67
b. Penerimaan kembali pemberian penyertaan modal
1) Semula Rp 1.000.000.000,00
2) Berkurang Rp 0,00(-)

Jumlah penerimaan kembali pemberian

penyertaan modal setelah Perubahan Rp 1.000.000.000,00
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 0,00(+)
Jumlah penyertaan modal setelah Perubahan Rp. 0,00
b. Pembentukan Dana Cadangan
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 0,00(+)
c. Jumlah Pembentukan Dana Cadangan
setelah Perubahan Rp 0,00
d. Pembayaran pokok utang
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 0,00(-)
Jumlah pembayaran pokok utang
setelah Perubahan Rp 0,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri

dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan
dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan;
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7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 6
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih
lanjut dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal :27 September 2019

BUPATI SAMPANG,

ttd.
H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 27 September 2019
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

YULIADI SETIAWAN.,S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660711 198809 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019 NOMOR : 3



